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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka 

sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan pada penelitian tesis ini 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kepastian hukum kekuatan Sertifikat hak tanggungan dalam lelang 

eksekusi hak tanggungan terhadap perlawanan pihak ketiga (derden 

verzet),yaitu pelaksanaan eksekusi terhadap obyek hak tanggungan dengan 

adanya perlawanan pihak ketiga mengakibatkan ketidakpastian hukum 

dalam pelaksanaannya. Perlawanan Pihak ketiga (derden verzet) yang 

diajukan sebelum pelaksanaan lelang kepada KPKNL pada kenyataannya 

membatalkan lelang eksekusi obyek hak tanggungan yang mempunyai 

kekuatan eksekutorial. 

2. Peraturan yang seharusnya ada dalam lelang eksekusi obyek hak 

tanggungan guna menjamin keadilan dan kepastian hukum adalah terhadap 

permohonan lelang eksekusi eksekusi obyek hak tanggungan ke depan 

dengan melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. 

Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri memberikan jaminan 

kepastian hukum karena pelaksanaan eksekusi obyek hak tanggungan dan 

perlawanan lelang eksekusi obyek hak tanggungan tersebut terdapat pada  

satu atap, sehingga memberikan kewenangan bagi ketua pengadilan untuk 

menentukan dapat atau tidak pelaksanaan eksekusi hak tanggungan.  
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3. SARAN 

1. Terhadap Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan harus dibuat Peraturan Pemerintah sebagai peraturan 

pelaksananya yang hingga saat ini belum terbentuk.  

2. Menghapus ketentuan Pasal 27 huruf c Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Lelang 

karena justru menimbulkan ketidakpastian di dalam pelaksanaan lelang 

eksekusi melalui KPKNL. 

3. Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dikembalikan kepada 

kewenangan Pengadilan agar dapat diperiksa terhadap perlawanan pihak 

ketiga yang diajukan ketika akan terjadi lelang eksekusi hak tanggungan. 
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